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RINGKASAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta upaya meningkatkan
pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga
pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara
Negara dan pemerintahan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah
sendiri dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat,
baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, pada
Tahun 2000, Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan
negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional
melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman
Nasional bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang
kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme
sertameningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan
publik keadilan, dan kesejahteraan. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas,
dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan
hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat NomorVIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
yang salah satunya memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan undang-
undang. Dikarenakan Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur
pemerintahan dalam bidang hukum merupakan hal yang sering dipermasalahkan
oleh masyarakat, karena dianggap berada jauh dibawah standart pelayanan publik
yang baik dan dianggap banyak membawa kerugian serta kekecewaan dari pada
kepuasan. Saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “KAJIAN
YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM
PENGAWASAN PELAYAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN SISTEM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.”

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi terdapat dua hal yaitu
Pertama, Apakah Kewenangan Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan
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Publik Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Kedua,
Apa Akibat Hukum Kewenangan Ombudsman Terhadap Institusi Pelayanan
Publik.

Tujuan Penelitian skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus
yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan masalah yang berupa
pendekatan Undang-Undang (Statue approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, bahan hokum sekunder, serta menggunakan analisis hokum dengan
metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : Pertama, Kewenangan Ombudsman
Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008, dalam hal Pengaturan tentang lembaga ombudsman di
dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 nampak masih sangat sumir.
Banyak hal yang tidak diatur secara terperinci dan tegas, hal tersebut berbeda
dengan UU Nomor 37 Tahun 2008, di dalam UU No 37 Tahun 2008 apa yang
menjadi objek pengawasan Lembaga Ombudsman sangat dipertegas dan secara
terperinci disebutkan. Sedangkan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang
lembaga-lembaga pengawasan yang ada, nampaknya kedudukan dan fungsi
lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan tidaklah sama dengan
lembaga-lembaga pengawasan yang lain, baik yang bersifat eksternal maupun
bersifat internal.

. Kedua, Akibat Hukum Terhadap Institusi Pelayanan Publik bahwa
pelapor berhak memberikan laporan kepada ombudsman atas dugaan
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Terlapor atasan
terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan
mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Saran dari skripsi ini yaitu : Pertama, Mengingat peran penting yang
dimiliki oleh Ombudsman dalam hal pengawasan pemerintahan, diperlukan
peningkatan bentuk hukum yang mengatur Ombudsman Republik Indonesia yang

saat ini dengan Undang-undang supaya kelak diatur di dalam Undang-undang
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Dasar. Kedua, Secara berangsur-angsur Ombudsman Republik Indonesia perlu
terus dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaan fungsinya baik dengan
membentuk lembaga-lembaga Ombudsman Perwakilan di daerah-daerah yang
masih belum terbentuk Lembaga Ombudsman Perwakilan maupun dengan
meningkatkan kapabilitas para anggota Ombudsman dan Asisten Ombudsman

serta para stafnya.
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